GUBERNUR SUMATERA BARAT

PEI:J%TURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
MOR : ? ? TAHUN Roof

TENTANG

LARA!
NGAN PORNOGRAFI, PORNOAKS DAN PERBUATAN TUNA SUSILA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Meni : el i
mbang : a. bahwa Propinsi Sumatera Barat yang dikenal dengan Ranah Minang sebagali

Mengingat :

-

D:_:\e:ah yang memiliki falsafah Adat Basandi Syarsk, Syarsk Basandi
Kitabullah periu dijaga, dipslihara dan dilestarikan nilai-nilainya ke dalam
talanan norma kehidupan bermasyarakat;

. bahwa pornografi, pomoaksi serta perbuatan tuna susila telah meresahkan

dan menimbulkan dampak negalif dalam kehidupan bermasyarakat, apabila
tidak dicegah dapat merusak norma agama, adat dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan
Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Maksiat peru menetapkan Peraturan Gubemur tentang Larangan
Pornografi, Pormnoaksi dan Perbuatan Tuna Susila;

. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang

Darurat Nomor 19 Tahun 1957 lentang Pembentukan Daerah-daerah
Swantara Tingkal | Sumatera Baral, Jambi dan Riau menjadi Undang-
undang Jo. Peraturan Pemerinlah Nomor 29 Tahun 1979,

. Undang-undang Womor 23 Tahun 1992, tentang Kesehatan ( Lembaran

Negara Tahun 1992 Nomor 100. Tambahan Lembaran Negara Nomor
3495);

. Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999, lentang Pokok-pokok Pers

(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 166. Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3887 );

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran
Negara Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4252),

Unda)ng-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peratyran
Perundang-undangan, (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389 ) ;




6 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemenntahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4437 ) sebagaimana lelah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 yang diletapkan dengan
, Undang-Undanf Nomor 8 Tahun 2005,
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun1988 tentang Koordinasi Kegiatan
Instansi Vertikal di Daerah ( lembaran Negara Tahun 9 Notoor” 19
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373),
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran
Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952),
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan
Bentuk Produk Hukum Daerah ;
10. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2001 tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : TENTANG LARANGAN PORNOGRAFI, PORNOAKSi DAN PERBUATAN

TUNA SUSILA

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1
2
3

o

. Kepala Daerah adalah Gubernur Sumatera Barat.

Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Sumatera Barat.

_ Pemerintah Kabupaten / Kota adalah Pemerintah Kabupaten | Kota di wilayah Propinsi

Sumatera Barat.

Bupati / Walikota adalah Bupati / Walikota di lingkungan Propinsi Sumalera Barat

Masyarakat adalah seluruh penduduk yang berdomisili di dan | atau yang berada di

wilayah propinsi Sumatera Barat

Pormografi adalah suatu pengungkapan dalam bentuk tulisan, lukisan, gambar-gambar

atau sejenisnya tentang kehidupan erotis dan eksploitasi seksual maupun pencabulan

dengan tujuan menimbulkan / tidak menimbulkan ransangan seks atau birahi kepada yang
membacanya atau yang melihalnya.

Pornoaksi adalah perbuatan mengeksp!oilqsi seksual, kecabulan dan / atau gerakan
tubuh yang erotis,dengan menonjolkan bagian tubuh dan cara berpakaian, suara yang
dapat menimbulkan / tidak menimbulkan rangsangan seksual bagi yang melihat atau

engarmya.

?j{;in %om)(() adalah tulisan latin atau bentuk tulisan lainnya yang memual isi berita,

cerita, kalimat, seruan maupun ungkapan lainnya yang menerangkan sesuatu perbuatan
tau kehidupan erolis, eksploitasi seksual maupun kecabulan yang dapat menimbulkan /

e nimbulkan rangsangan seks atau birahi kepada yang membacanya.

Pdi:;g:]eporno adalah lukisan yang dituangkan di atas kanvas, kertas atau media lainnya

;:ng menggambarkan atau mengungkapkan hal-hal yang sifatnya sensual termasux

12




Perbuatan atay kehidupan erolis, eksploitasi seksual maupun kecabulan yang dapat

menimbulkan / tidak meni irahi kepada yang melihatnya
mbukan rangsangan scks atau birahi kepada yang =
10 Gambar porno adalah gambar yanggdi hgsilkan molalui alat kamera, photo media atau

peralatan lainnya VA TG ilkan gambar atau tayangan yang sifatnya
sensual termasyk perbﬂatan aiaal: I:ell:;gtr:s;:lperolis.geksplonasi seksual maupun ErEiDHan
yang dapat menimbulkan fidak menimbulkan rangsangan seks atau birahi bagi yang
melihatnya,
11. Perbuatan porng adalah ti dan cara L el e an
Seseorang _alau sekelompongkta)?akzkux;ankge?g::; dapat GRS e
o g\:rgbangkttkan fangsangan seksual bagi yang mefihatnya. i e
. Perbuatan pormografi dan / alau pomoaksi dimaksud yang dilakukan il st hun
13 %-ang lelah akil dan baligh dan / atau telah mencapai usia minimal 12 ( dua belas ) 12 k.
una Susila adalah Seseorang wanita / pria yang baligh dan B  aau 10K
hubungan seksual di luar pernikahan dengan tujuan untuk eSS -
mendapatkan imbalan uang, materi / jasa
14. Eksploitasi seksual adalah sefiap perbua;lan yang berupa pemaksaan il
kepada orang lain dengan cara yang tidak wajar dan / atau tidak disukal, pamasaan
hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/ atau tujuan tertentu.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2

Larangan terhadap kegiatan pornografi, pomoaksi dan perbuatan tuna susila berazaskan :

1. Iman dan Taqwa kepada Tuhan yang maha Esa dengan memperhatikan nilai-nilai agama,
adat budaya, susila, moral dan norma hukum yang diakui dan di junjung tinggi dalam
kehidupan individu, masyarakat, bangsa dan negara.

2. Perlindungan dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia.

Pasal 3
Larangan pornografi, pornoaksi dan perbuatan tuna susila bertujuan :

1. Menjaga, memelihara dan menerapkan prinsip dan filosofi adat masyarakat Sumatera
Barat yaitu Adal Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, syarak mangato adat "
mamakai. e o . |

9. Mendidik masyarakat uniuk menjunjung tinggi dan memelihara harkat dan martabat
manusia sebagai manusia yang beriman, beriaq\ya_ kgp@da Tuhan Yang Maha Esa seria
berbudi pekerti luhur yang didasarkan kepada nilai-nilai agama, adat, sosial dan norma
hukum bermasyarakat. | |

3. Melindungi masyarakat ferutama terhadap anak-anak dan remaja dari pengaruh negatif
berupa degradasi moral yang diakibatkan maraknya kegiatan pornegrafi, pornoaksi dan
tuna susila di tengah-tengah masyarakal.

4. Mencegah card pandang yang mereqdahka}n Qan me}ecehkan serta ’T‘enen{lpatkan

: mpuan sebagal objek seks yang diekploitasi atau dulampilkanlme!alun media serta
gg;ﬁu'{ﬂbentuk kegiatan yang menjurus kepada pornografi, pornoaksi dan perbuatan tuna

susila .



BAB i}

RUANG LINGKUP
Bagian Pertama
Ruang Lingkup Pornoarafi
Pasal 4

rang termasuk perbuatan pornografi adalah:

o dan / atau yang

I. Perb :
vatan yang dilakukan dengan sengaja melalui lukisan, gambar,fot
gian tubuh

?&Eaeer;?‘g;?;;sng isinya menunjukkan eksploitasi seksual atau daya tarik ba

o Qd}lfakﬂg sudah akil dan baligh atau berumur 12 tahun ke aias. :

telenon lalu = ukan dengan sengaja melalui suara atau rekaman s_uara. film,
i p,. y T a!u| media masa, elektronik dan cetak serta alat telekomunikas! lainnya yang
isinya menunjukkan eksploitasi seksual atau daya tarik bagian tubuh tertentu dari orang
yang sudah akil dan baligh atau berumur 12 tahun ke atas.

. Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja melalui tulisan yang menerangkan.
menceritakan hal-hal yang mengandung perbuatan seksualitas.

. Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja melalui lukisan, gambar, foto, film, melalui
media masa, elektronik dan cetak serta alat telekomunikasi lainnya yang memuat atau
menunjukan perbuatan orang yang berciuman, berpelukan, telanjang / pugil, orang yangd
bersetubuh dan / atau eksploitasi seksual.

Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja melalui suara atau rekaman suara yang berisi
ekspresi orang yang melakukan aktivitas persetubuhan, sodomi, masturbasi, onani

maupun aktifitas sejenisnya.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup Pornoaksi
Pasal

rang termasuk perbuatan pornoaksi adalah
sengaja memperlihatkan atau memperiontonkan

{. Perbuatan yang dilakukan dengan atke
bagian yang sensual dari tubuh sendin atau tubuh orang fain di depan umum.
2 Perbuatan yang dengan sengaja melakukan telanjang / bugil tubuh sendiri atau orang lain
| di depan umum. _ o
engaja berpelukan dan berciuman dengan lawan jenis di depan

3. Perbuatan yang dengans .
umum., kecuali ada hubungan mahram atau muhnn_w ’
n sengaja seperti fanan atau goyangan erotis di depan

“4. Perbuatan yang dilakukan denga
| umum.
1



Bagian Ketiga
Ruang Lingkup Perbuatan Tuna Susila

‘ Pasal 6
Yang termasuk dengan perbuatan tuna sysila adalah:

1. Perbuatan seoran [ i
| 9 Wanita, pria, dan / alau sesama jenis yang melakukan hubungan

| seksual di luar pernikahan |
imbalan uzng, materi jasa dengan tujuan untuk mendapalkan / tidak mendapatkan

| 2. Perbuatan yang d .
| yang menygru;?ai Eﬂgian sengaja melakukan masturbasi, onani dan / atau gerakan tubuh
5 Pobin Vang de?\% :ntan masturbasi atau onani di depa'n umum.

sengaja melakukan hubungan seks ( persetubuhan ) dan / atau

eraka :
4 menyele it
baik di tempat terbuka maupun di \empit lé‘[?l?iif;kan acara pertunjukan seks, pesta seks

BAB IV
LARANGAN
Pasal 7

izi;a% r o;agg atau badan usaha dilarang melakukan dan atau membantu, membujuk,
- Yb uh dengan menjanjikan sesuatu dan atau memaksa orang laln melakukan dan atau
embantu, melindungi, dan atau melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4,

5dan6.
Pasal 8

Pengecualian dari perbualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah .

( kan lukisan, gambar folo dan / atau tulisan lainnya yang
tujuannya untuk kepentingan kegiatan pendidikan, belajar mengajar di sekolah, lembaga
pendidikan / kursus lainnya sesuai dengan jenjang pendidikan yang telah memperoleh

izin menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku..
2. Mempertunjukkan, menampilkan lukisan, gambar, foto dan / atau tulisan lainnya yang

tujuannya untuk kepentingan proses hukum pemeriksaan pgrkara pidana, perdata maupun
tata usaha negara dan / atau peralihan lainnya yang dilakukan oleh aparat penegak

hukum.

3. Mempertunjukkan,
fujuannya untuk kep
dan tenaga ahli ke
peraturan perundang-unaets

4, Mempertunjukkan, menamp
fujuannya untuk kepentinga
dengan Adal Minangkabay.

1. Mempertunjukkan, menampil

bar, foto dan / atau tulisan lainnya yang
hatan oleh dokier atau tenaga para medis,
h memperoleh izin prakiek berdasarkan

menampilkan lukisan, gam
entingan pemeriksaan kese!
schatan fainnya ¥ang tela

ang berlaku.
dangan Y31 bar foto dan / atau tulisan lainnya yang

lkan lukisan, gam ] _ _
n adat istiadat dan pelestarian seni budaya yang sesuai



\———

' : Pasal 9
pengecualian dari Perbualap, sebagaima
na

didmaksud 5
1. Perbuatan Memperlinatkan {olam Pasal s agalah.

- : ba
para medis, ahli kesehatan IQI:?H tubuh tertenty ajas penntah dokter dan / alau tenaga
Wdanan ristls lainnya yny, kes:r!:::a unluk kepentingan pemeriksaan, perawatan atau
2 Perbuatan menyuruh meny, 2N Si pasien di tempat tertutup
dan / atau tenaga parg, n':kgis 952N atau seluryh ybyh pasien yang dilakukan dokter
‘ unaaka - kes_ehatan lainnya dalam rangka kepentingan
iy 3 Medis lainnya untuk kesehatan si pasien di tempat

4. Perbuatan memakai Pakaian min;i ‘
kesopanan seperti di kolam renr:rr:]gtgz:tr? !;t'u, namun harus memperhatikan tata susila dan

I'tempat olahraga tertutup lainnya.

) :
ukan dalam rangk Promosi dan / atau penjualan pakaian dalam faki-

laki dan perempuan,
6. Atas perintah pen

penyidikan, yidik /" penyeligi Pembantu untuk kepenfingan pemenksaan dan

BAB vV
PERAN SERTA MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DAERAH
Bagian Pertama
Peran Serta Masyarakat
Pasal 10

Vlasyarakat baik secara perorangan maupun berkelompok berperan akiif untuk mencegah
fan menanggulangi maraknya kegiatan pornografi, pomoaksi dan perbuatan tuna susila.

Pasal 11

Jntuk mencegah dan menanggulangi maraknya kegiatan pomografi, pornoaksi dan
rerbuatan tuna susila, masyarakat baik secara perorangan maupun berkelompok

rerkewajiban :

' ' ' ila mengetahui, melihat
. Mel an kepada pejabat / instansi yang berwenang apabi _
rhr?een%gggt irrllforrgasi te?]tfjang adanya perbuatan pornografi, pornoaksi dan / atau perbuatan
ila di at kejadian. _ _
At:ljgr?csegsaff gfaf?%tau Jmelaramg anggofa keluarganya uniuk terlibat dalam perbuatan

' buatan tuna susila. . .
pornografi, pornoaksi dan / atau per syarakat melalui sosialisasi, advokasi, edukasi dan

terhadap ma . :
| gﬁ;abﬁ;:tzas? ppe?‘ir;fgdgal:g:lgan pornografi dan pornoaksi serta perbuatan tuna susila.

Pasal 12

knya kegiatan pornografi, pomoaksi dan

ulangi mara gan maupun berkelompok berhak:

an
& mencegeh dan MR aik secara peroran

arbuatan tuna susila, masyar akat b
6



— \.

. Mendapatkan lingkungan yang b,
! : S
quna susila. dari perbuatan Pomografi, pornoaksi dan perbuatan

. Melakukan gugatan langs
; Me dan / alau badan y a:ggpaa[tli“dqpemakilan terhadap seseorang atau sekelompok
serpualan tuna susila | Iduga melakukan pornografi, pornoaksi dan / atau
Iy Menﬁni: !’tepadi Pemerintah / instang; ya
"~ L3y sekelompok orang da
atmoglﬂﬁ Sonscke dgé : !n / atau badan Usaha yang patut diduga melakukan perbuatan
' atau perbuatan tyng susila, - i

|, Mendapatkan perfindu
4 S;ipofatas 1e§aoﬁnyar§eargugl::sm dan keamanan baik sebagai saksi maupun sebagai
POmografi, ponoaksi dan / atau perbuatan luna susila.

Bagian Kedua
Peran Seria Pemerintah Daerah
Pasal 13

pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota b i
: erperan aktif untuk mencegah dan
menanggulangi maraknya pornografi, pomoaksi dan perbuagn tuna susila.

Pasal 14

Untuk mence_gah dan r_l'le{langgulangi maraknya pornografi, pornoaksi dan perbuatan tuna
susila, Pemerintah Propinsi dan Kabupaten / Kota berkewajiban :

. Menciptakan suasana lingkungan masyarakat di daerah masing-masing yang bebas dari
Pornografi, Pornoaksi dan perbuatan tuna susila.

2. Menindak setiap orang, sekelompok orang atau badan usaha yang terbukti melakukan
atau membantu melakukan pornografi, pornoaksi dan / atau perbuatan tuna susila

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Melarang atau tidak memberi izin keramaian unluk sefiap pertunjukan hiburan, atraksi
seni, dan / atau pertunjukan lainnya yang patut diduga akan melakukan pornografi,

pomoaksi dan perbuatan tuna susila. .
4. Melakukan penyadaran melalui penyuluhan, penyebaran informasi dan pendidikan kepada

masyarakat tentang perlunya menghindari dan mencegah pornografi, pornoaksi dan
perbuatan tuna susila.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 15
"emerintah Propinsi mengalokasikan dana dalam Anggaran Pendapalan dan Belanja Daerah
intuk Pelaksanaan Peraturan Gubemur i



SAB vy

YANKS) AD?.-!INIS,TRATIF
Pasal 15

. H I 0

pémennlah Propins) dan Pemenmah K

LN |

sankst admunistratif berupg “abupaten Fola vang bersanakutan dapat membenkan

1 Menolak member iz, Seliap pe
lainnya yang patu diduga kg,
tuna susila.

. Menghentikan dan .

? Iainn?/a vana terbuk(i ?n??aukbirka“ Penunukan hibysan atraksi seni. dan / atau pertunjukan

3 f'.{embeﬁukgn mencabyt iz:Jn T pfo mografi., purngaks; dan / atau perbuatan tuna S:S[:ala;

3 - Saha badap usahg ata I

U sehiap orang yang
melakukan bornografi, POrnoaksi dan Derbualan tuna susnl; Y

4 Tala cara penolakan penghent . n
' ) an dan pencak i dilgksanakan sesual ketentua
pedoman yang ditetapkan lebjh lanyut oler? G:t:“rlr:lj.n 1ziri dilgksana! g

lunukan hibuian. atraks; sen dan / atau Dem{n;ukan
Melakukan DCMOograli, pornoaks: dan  alau perbualan

BAB VIi|
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggai diundangkan
Agar seliap orang mengelahuinya. memerintahkan bengundanoan Peraluran Gubernur i

dengan penempatannya dalam Benita Daerah Propinsi Sumate;a Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal, 28 Desemner 2003

GUBERNUR SUK/ATERA BARAT

GAMAWAN FAUZ|

Dwndangkan di Padang )
pada tanggz’ 23 Desember 2005

SEKRETARIS DAERAH

Drs. H, YOHARNES DAHLAN.
Pembina Uitama Madya, NIP410003862

LEMBARAN DAERAH PROPINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2006 NOMOR




